
Menimbang 

WALI KOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2 0 2 5 

TENTANG 

P E R U B / . H A N A T A S P E R A T U R A N WALI K O T A G O R O N T A L O N O M O R 2 1 

TAHLfN 2 0 2 4 T E N T A N G R E N C A N A K E R J A P E R A N G K A T D / L E R A H 

K O T A G O R O N T A L O T A H U N 2 0 2 5 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA GORONTALO, 

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan 

dalam Peraturan Wall Kota Gorontalo Nomor 2 1 

Tahun 2 0 2 4 tentang Rencana Kerja Peranj^kat Daerab 

Kota Gorontalo Tahun 202! 5 mengalami peru bahan; 

b. bahwa dengan adanya jierubahan kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka per.danaan dalam talmn berjalan 

pelaksanaan Rencana Keija (RENJA) Perangkat Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2 0 2 5 , maka perlu disusun 

dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2 0 2 5 sebagai acuan Rencana Kerja Anggaran 

Perubahan Tahun 2 0 2 5 ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Crorontalo tentang Perubahar 

atas Peraturan Wali feiota Gorontalo Nomor 2 1 

Tahun 2 0 2 4 tentang Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2 0 2 5 ; 

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 2 9 Tahun 1 9 5 9 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
j 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 9 5 9 

Nomor 7 4 , Tambahan Lembaran Negaia Republik 

Indonesia Nomor 1 8 2 2 ) ; 

WALI KOTA GORONTALO | 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 8 TAHUN 2025 

TENTANG | 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 21 

TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2025 | 

| 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA | 

WALI KOTA GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, beberapa ketentuan 

dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 21 

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daer | 

Kota Gorontalo Tahun 2025 mengalami perubahan, ' 

b. bahwa dengan adanya perubahan kerangka ekonomi 

daerah dan kerangka perdanaan dalam tahun berjalan 

pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2025, maka perlu disusun 

dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2025 sebagai acuan Rencana Kerja Anggaran 

Perubahan Tahun 2025, | 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan 

atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 21 

Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangi 

Daerah Kota Gorontalo Tahun 2025, | 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Stilewesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822):
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunam Nasional (Lembiiran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembarcin Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indoneski Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatat 

Cara Evaduasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang; 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dar 

Rencana Pembangunan Jaingka Menengah Daerah, Serta. 

Tata Cara Perubahan R<mcana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkai 

334 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 6322): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Ferencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta 

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
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Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri I^omor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi da.n Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri l^Iomor 77 

Tahun 2020 tentsing F'edoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berihi Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Bejrita Negara 

Tahun 2021 Nomor 1419); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri l^omor 19 

Tahun 2024 tentang Persituran Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tah un 2019 tentang l^aporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Transparansi Penyelengi^araan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kola. Gorontalo 

Nomor 11); 

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pengawasan Penyelengga:-an Pemerintah Daerah Kota 

Gorontalo (Lembaran Dsierah Kota Gorontalo Tahun 

2002 Nomor 4, Tambalian Lembaran Caerah Kota 

Gorontalo Nomor 12); 

15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019J 

2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 

10. 

Li. 

12. 

13. 

14. 

15. 

“Ia 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 

Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 1114), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Fedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781): 

Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Tahun 2021 Nomor 1419), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 

Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Takun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota 

Gorontalo (Lembaran daerah Kota Gorontalo Tahun 2002 

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 11), 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang 

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Kota 

Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 

2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo Nomor 12), 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Gorontalo Tahun 2019- 

2039 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019
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Nomor 9, Tambahan Lemloaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 223); 

16. Peraturan Daerah Pro\dnsi Gorontalo Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 

Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kot£i Gorontalo 

Tahun 2024 Nomor 3); 

18. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2025 Nomor 7); 

19. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang 

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025. 

MEMUTUSKAN: 

IVlenetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA K E R J A 

PERANGKAT DAERAH KOTA G ORONTALO TAHUN 2025 

Pasal I 

jietentuan ]Dasal 3 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tal iun 2025 (Berita Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2025 Nomor 21) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai 

loerikut : 

Pasal 3 

|1) Perubaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan 

penjabjuan Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2025. 

Menetapkari : 

Ketentuan pasal 3 Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 21 Tahun 2024 

16. 

17. 

18. 

19. 

PERATURAN  WALI KOTA GORONTALO TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO 

NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA 

PERANGKAT DAERAH KOTA CORONTALO TAHUN 2025 

-4- 

Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Nomor 223), 

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 

Nomor 2), 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2024 Nomor 3), 

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2025 

tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kota Gorontalo Tahun 2025 Nomor 7), 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor  900.1.1/640/SJ Tahun 2025 tentang 

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 

Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah! 

dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025. | 

MEMUTUSKAN: 

Pasal I 

rentang Rericana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota 

Gorontalo Tahun 2025 Nomor 21) diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 3 

(1) Perubasan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan 

penjabaran Perubahan RKPD Kota Gorontalo Tahun 2025.
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(2 ) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) disajikan dengan sistematika : 

a. PENDAHULUAN; 

b. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN I TAHUN 2 0 2 5 

c. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

d. RElvlCANA K E R J A DAN PENDANAAN F'ERANGKAT DAERAH; DAN 

e. PENUTUP. 

(3 ) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2 0 2 5 iDerpedoman 

pada Bjrubahan RKPD Tahun 2 0 2 5 . 

(4) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2 0 2 5 menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 

Perubahan Perangkat Daerah. 

(5) Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2 0 2 5 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisatikan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Peraturan V/ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota (jorontalo. 

Pasal II 

Ditetapkan di Gorontalo 

pada tanggal 24 J u n i 

/ ^ w A L i F :OTA G O R O N T A L O , , 

2 0 2 5 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 24 J u n i 2 0 2 5 

S E K R E T A R I S D A E R W H K O T A G O R O N T A L O , 

I S M A I L M A D J I D 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2 0 2 5 NOMOR 8 

# 
ja
ja
n 

3) 

4) 

(S) 

aa 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada avat (1) disajikan dengan sistematika : 

a. PENDAHULUAN, 

b. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN | 

TRIWULAN I TAHUN 2025 | 

c. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 

d. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH: DAN | 

e. PENUTUP. | 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman| 

pada Perubahan RKPD Tahun 2025. 

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi 

pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran: 

Perubahan Perangkat Daerah. 

| 

Penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. | 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota iri dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. 

Diundangkan di Gorontalo 

pada tanggal 

SEKRETAR!S GD 

Ditetapkan di Gorontalo | 

pada tanggal 24 Juni 2025 

(Nasi KOTA GORONTALO, 

Tg yaaa 

ADHAN DAMBEA 

Juni 2025 

RAH KOTA GORONTALO, 

Pd 

ISMAIL MADJID | 

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 82 |


